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ABSTRACT
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Islamic social institutions to undertake institutional adaptation in order to remain
relevant, transparent, and effective in carrying out their socio-religious functions. This
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in governance, social legitimacy, and the strengthening of digital-based religious services.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam pola keberagamaan,
tata kelola keuangan sosial Islam, dan sistem pelayanan lembaga keagamaan di Indonesia.
Lembaga sosial Islam seperti masjid, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan institusi filantropi Islam
selama ini menjalankan fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, dan distribusi kesejahteraan
masyarakat Muslim. Perubahan perilaku masyarakat digital kemudian memaksa lembaga-
lembaga tersebut menyesuaikan model pelayanan, penghimpunan dana, dan pola komunikasi
agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian menunjukkan bahwa
digitalisasi zakat, wakaf, dan fintech syariah mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana,
memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat transparansi distribusi bantuan sosial Islam
(Alfian et al., 2025). BAZNAS juga melakukan transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak,
dan sedekah melalui pengembangan sistem digital yang mempercepat proses penghimpunan dan
penyaluran dana masyarakat (Hartono, 2022). Selain itu, pengembangan wakaf digital melalui
platform berbasis teknologi membuka akses baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan wakaf secara lebih praktis dan transparan (Adinugraha et al., 2024). Perubahan
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tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam transformasi
kelembagaan sosial Islam di Indonesia.

Perubahan digital tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga memunculkan tantangan
baru bagi lembaga sosial Islam. Platform digital telah mengubah pola interaksi masyarakat
Muslim dalam memperoleh informasi agama, melakukan ibadah sosial, dan berpartisipasi dalam
aktivitas filantropi Islam. Syarif (2022) menjelaskan bahwa masyarakat Muslim kontemporer
semakin bergantung pada media digital dalam menjalankan aktivitas keberagamaan sehingga
otoritas keagamaan tradisional menghadapi perubahan pola legitimasi dan komunikasi. Kondisi
tersebut menuntut lembaga sosial Islam untuk membangun sistem pelayanan yang adaptif,
transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Penelitian lain menunjukkan bahwa
transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah juga mempengaruhi budaya organisasi dan
keterlibatan sumber daya manusia karena perubahan teknologi sering memunculkan tekanan
kerja baru dan kebutuhan kompetensi digital yang lebih tinggi (Budiman et al., 2026). Pada saat
yang sama, rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya tata kelola
teknologi masih menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga sosial Islam berbasis digital
(Alfian et al., 2025). Oleh sebab itu, isu adaptasi lembaga sosial Islam terhadap disrupsi teknologi
digital menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi,
dan keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kajian mengenai digitalisasi lembaga sosial Islam sebenarnya telah berkembang dalam
beberapa tahun terakhir, tetapi sebagian besar penelitian masih membahas sektor tertentu secara
terpisah. Beberapa penelitian memusatkan perhatian pada digitalisasi zakat dan wakaf
(Adinugraha et al., 2024; Hartono, 2022), sedangkan penelitian lain menyoroti transformasi
masjid berbasis pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi digital (Mulauddin et al, 2025),
digitalisasi pada lembaga pendidikan Islam (Ciptadi & Khozin, 2025), serta pergeseran literatur
dan praktik keagamaan Muslim akibat platform digital (Ichwan et al., 2024; Yahya et al,, 2025).
Kajian mengenai transformasi organisasi juga banyak dilakukan pada sektor perbankan syariah
dengan fokus pada budaya organisasi dan inovasi layanan digital (Budiman et al, 2026;
Nurbaidah, 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menghubungkan
perubahan perilaku masyarakat digital dengan strategi adaptasi kelembagaan sosial Islam secara
menyeluruh.

Penelitian ini berupaya menganalisis adaptasi lembaga sosial Islam terhadap tantangan
disrupsi teknologi digital di Indonesia melalui kajian terhadap transformasi zakat, wakaf, masjid,
dan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga membahas pengaruh perubahan perilaku
masyarakat digital terhadap pola pelayanan, tata kelola, dan legitimasi lembaga sosial Islam.
Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan kelembagaan yang muncul akibat digitalisasi,
termasuk persoalan literasi digital, budaya organisasi, dan regulasi pengelolaan keuangan sosial
Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena lembaga sosial Islam memiliki posisi strategis
dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan pembangunan masyarakat
Muslim di era digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk adaptasi lembaga sosial Islam dalam menghadapi tantangan disrupsi
teknologi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian
kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji
secara sistematis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
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dengan adaptasi lembaga sosial Islam terhadap disrupsi teknologi digital. Desain penelitian ini
dipilih karena isu transformasi digital lembaga sosial Islam melibatkan dinamika konseptual,
kelembagaan, sosial, dan regulatif yang membutuhkan penafsiran mendalam terhadap data
tekstual. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan
bentuk perubahan, tantangan, dan strategi adaptasi lembaga sosial Islam dalam menghadapi
perkembangan teknologi digital di Indonesia. Pendekatan tersebut membantu penelitian dalam
menghubungkan fenomena digitalisasi dengan perubahan tata kelola zakat, wakaf, masjid, dan
lembaga keuangan syariah secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis secara terpadu.
Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, prinsip maqasid al-syari‘ah, dan
kebijakan pengelolaan zakat serta wakaf yang berkaitan dengan transformasi digital lembaga
sosial Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perubahan perilaku masyarakat
Muslim dalam memanfaatkan platform digital untuk aktivitas keagamaan, filantropi Islam, dan
pelayanan sosial berbasis teknologi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi telah
mengubah pola keberagamaan masyarakat Muslim serta mendorong pergeseran model
pelayanan lembaga sosial Islam ke arah platform digital (Syarif, 2022). Selain itu, penelitian
mengenai transformasi digital lembaga zakat dan wakaf juga memperlihatkan bahwa
perkembangan teknologi mempengarubhi tata kelola kelembagaan, pola distribusi dana sosial, dan
hubungan antara lembaga dengan masyarakat (Adinugraha et al, 2024; Hartono, 2022).
Penggunaan dua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang
lebih menyeluruh mengenai hubungan antara perubahan sosial, regulasi, dan strategi
kelembagaan dalam menghadapi disrupsi digital.

Objek penelitian ini meliputi lembaga sosial Islam yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan
keagamaan di Indonesia, seperti lembaga zakat, lembaga wakaf, masjid, dan lembaga keuangan
syariah yang telah melakukan proses digitalisasi layanan. Penelitian memusatkan perhatian pada
bentuk adaptasi kelembagaan terhadap penggunaan teknologi digital dalam penghimpunan dana,
distribusi bantuan sosial, pelayanan masyarakat, dan komunikasi keagamaan. Sumber data
penelitian berasal dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, dokumen regulasi, hasil
penelitian terdahulu, dan laporan akademik yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian
menggunakan referensi mengenai digitalisasi zakat, wakaf, fintech syariah, transformasi
organisasi, dan Islamic disruption sebagai dasar analisis konseptual (Alfian et al., 2025; Budiman
et al,, 2026; Nurbaidah, 2025). Penelitian juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
sebagai dasar analisis regulatif terhadap tata kelola lembaga sosial Islam di Indonesia
(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, 2004).

Penelitian mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber
tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian menelusuri artikel jurnal nasional,
laporan riset, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah yang membahas digitalisasi lembaga sosial
Islam, transformasi organisasi, dan perubahan perilaku masyarakat Muslim di era digital.
Penelitian kemudian melakukan identifikasi terhadap konsep, temuan, dan argumentasi utama
yang berkaitan dengan strategi adaptasi lembaga sosial Islam dalam menghadapi disrupsi
teknologi digital. Teknik dokumentasi dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis gagasan,
kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan secara akademik. Penelitian
juga melakukan seleksi sumber berdasarkan relevansi tema, keterkaitan dengan objek penelitian,
dan kesesuaian dengan fokus pembahasan mengenai transformasi digital lembaga sosial Islam.

Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data,
klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian terlebih dahulu
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mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti digitalisasi zakat dan wakaf,
transformasi masjid, perubahan budaya organisasi, dan pergeseran perilaku keberagamaan
masyarakat digital. Penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk
menemukan pola persamaan, perbedaan, serta tantangan yang dihadapi lembaga sosial Islam
dalam proses transformasi digital. Analisis juga menempatkan konsep maqasid al-syari‘ah,
Islamic disruption, dan teori transformasi organisasi sebagai kerangka interpretasi terhadap data
penelitian (Nurbaidah, 2025; Budiman et al., 2026; Syarif, 2022). Melalui teknik analisis tersebut,
penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bentuk adaptasi lembaga
sosial Islam serta implikasi sosial dan kelembagaan yang muncul akibat disrupsi teknologi digital
di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga sosial Islam di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dalam tata kelola
zakat dan wakaf setelah perkembangan teknologi digital semakin masif. BAZNAS, lembaga wakaf,
dan berbagai organisasi filantropi Islam mulai menggunakan aplikasi digital, media sosial,
pembayaran elektronik, dan platform fintech untuk memperluas penghimpunan dana sosial
masyarakat. Penelitian Hartono (2022) menunjukkan bahwa BAZNAS mengembangkan sistem
digital dalam pengelolaan =zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan efektivitas
penghimpunan dan distribusi dana sosial Islam. Sejalan dengan itu, optimasi zakat produktif juga
dipandang penting untuk memperkuat dampak ekonomi dari dana sosial Islam (Muhajir Algadri,
2025). Transformasi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran zakat melalui
aplikasi digital, QRIS, mobile banking, dan platform daring lain yang lebih mudah dijangkau.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola hubungan antara masyarakat
dengan lembaga sosial Islam menjadi lebih cepat, praktis, dan berbasis teknologi.

Perubahan tata kelola tersebut juga terjadi pada sektor wakaf digital di Indonesia.
Adinugraha et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tunai mengalami perkembangan
melalui pemanfaatan platform digital yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam
kegiatan wakaf produktif. Platform digital mempermudah masyarakat melakukan wakaf dalam
nominal kecil tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Selain meningkatkan
aksesibilitas, digitalisasi wakaf juga memperkuat transparansi pengelolaan dana dan
mempercepat proses distribusi manfaat sosial kepada masyarakat. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital mendorong lembaga wakaf mengubah
sistem pelayanan konvensional menjadi pelayanan berbasis aplikasi dan sistem informasi digital.

Perubahan serupa juga muncul dalam pengembangan fintech syariah untuk pengelolaan
zakat dan dana sosial Islam. Alfian et al. (2025) menemukan bahwa integrasi fintech syariah
dalam pengelolaan zakat dan wakaf mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana,
memperluas jangkauan layanan sosial, dan memperkuat kontribusi lembaga sosial Islam
terhadap pembangunan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pemanfaatan financial
technology dalam manajemen zakat digital (Malik et al., 2025) serta studi kasus digitalisasi zakat
dan wakaf pada UPZ BAZNAS YAKIN (Arifin et al., 2025). Lembaga sosial Islam kemudian tidak
hanya berfungsi sebagai pengelola dana keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem
ekonomi digital syariah nasional. Penggunaan teknologi digital membantu lembaga sosial Islam
membangun sistem administrasi yang lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi
bersifat pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola lembaga sosial Islam
modern.
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Transformasi digital juga memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan zakat dan
wakaf. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua lembaga sosial Islam memiliki
kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital yang memadai. Kajian
mengenai pengelolaan zakat digital di UPZ BAZNAS YAKIN memperlihatkan bahwa keterbatasan
pendanaan dan pelatihan digital masih menjadi hambatan dalam pengembangan layanan berbasis
teknologi. Selain itu, inovasi berbasis chatbot pada aplikasi mobile menunjukkan bahwa otomasi
layanan dapat memperluas akses publik, tetapi tetap menuntut kesiapan teknis dan tata kelola
yang memadai (Wihatiko & Putra, 2026). Rendahnya literasi digital masyarakat juga
mempengaruhi efektivitas penggunaan platform digital dalam penghimpunan dana sosial Islam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh
ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan kualitas sumber
daya manusia dalam mengelola perubahan digital.

Masjid mengalami perubahan fungsi yang semakin luas setelah teknologi digital masuk ke
dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Masjid tidak lagi hanya menjalankan
fungsi ibadah ritual, tetapi juga berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan
pelayanan sosial berbasis komunitas. Mulauddin et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi
masjid di era digital mendorong integrasi antara pengelolaan ZISWAF, penggunaan teknologi
digital, dan kolaborasi pentahelix antara akademisi, pemerintah, komunitas, media, dan sektor
bisnis. Integrasi tersebut memungkinkan masjid mengembangkan program pemberdayaan
ekonomi berbasis aplikasi digital, penggalangan dana daring, dan sistem informasi pelayanan
jamaah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa masjid mulai menyesuaikan model
pengelolaan kelembagaan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat digital.

Digitalisasi juga membantu masjid memperluas jangkauan komunikasi dan pelayanan
sosial kepada masyarakat. Pengurus masjid mulai menggunakan media sosial, aplikasi
komunikasi, dan platform digital untuk menyebarkan informasi kegiatan keagamaan,
pengumpulan donasi, dan edukasi keislaman. Pola ini juga selaras dengan model digitalisasi
dakwah sosial yang menekankan penguatan keterhubungan antara lembaga dan jamaah
(Agustiani, 2025). Penelitian mengenai revitalisasi fungsi masjid sebagai stabilisator ekonomi
masyarakat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital membantu pengelola masjid
meningkatkan partisipasi jamaah dalam program sosial dan ekonomi berbasis komunitas.
Penggunaan platform digital membuat hubungan antara pengurus masjid dan masyarakat
menjadi lebih terbuka serta mempercepat proses distribusi informasi. Kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola pelayanan masjid dari model
konvensional menjadi model pelayanan berbasis jaringan digital.

Meskipun demikian, sebagian besar transformasi digital masjid masih bersifat parsial dan
belum terintegrasi secara nasional. Banyak masjid masih bergantung pada kemampuan individu
pengurus dalam mengelola media sosial dan aplikasi digital. Penelitian Mulauddin et al. (2025)
menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital masjid sangat dipengaruhi oleh kualitas
manajemen, kapasitas organisasi, dan kemampuan membangun kerja sama dengan berbagai
pihak. Sebagian masjid berhasil mengembangkan program ekonomi produktif berbasis digital,
tetapi sebagian lain masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi dan sistem
teknologi. Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan digital antar masjid
menjadi tidak merata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital masjid memerlukan penguatan
tata kelola kelembagaan secara lebih sistematis. Pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi [slam
perlu membangun standar pengelolaan digital yang dapat diterapkan oleh masjid dalam berbagai
tingkatan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan penting karena
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penggunaan teknologi digital memerlukan kemampuan administrasi, komunikasi, dan
pengelolaan data yang memadai. Selain itu, pengembangan aplikasi masjid dan sistem informasi
jamaah perlu disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan
masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, transformasi digital masjid tidak hanya berkaitan
dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya organisasi dan
profesionalitas pengelolaan lembaga sosial Islam.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola keberagamaan masyarakat Muslim di
Indonesia. Masyarakat semakin sering menggunakan platform digital untuk memperoleh
informasi keagamaan, mengikuti kajian Islam, melakukan donasi sosial, dan berinteraksi dengan
lembaga keagamaan. Syarif (2022) menjelaskan bahwa kemunculan platform digital menciptakan
fenomena Islamic disruption yang mengubah pola interaksi masyarakat Muslim dengan otoritas
keagamaan tradisional. Masyarakat kemudian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lembaga
keagamaan konvensional dalam memperoleh pengetahuan agama karena media sosial dan
platform digital menyediakan akses informasi yang sangat luas. Perubahan tersebut mendorong
lembaga sosial Islam menyesuaikan strategi komunikasi dan pelayanan agar tetap memiliki
legitimasi di tengah masyarakat digital.

Perubahan pola keberagamaan juga mempengaruhi cara masyarakat menyalurkan zakat,
sedekah, dan wakaf. Platform digital memungkinkan masyarakat melakukan donasi secara instan
melalui aplikasi dan layanan pembayaran elektronik. Alfian et al. (2025) menunjukkan bahwa
digitalisasi keuangan sosial Islam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas filantropi
karena proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Kondisi tersebut membantu
lembaga sosial Islam memperluas basis donatur dan meningkatkan volume penghimpunan dana
sosial. Namun, perubahan ini juga meningkatkan persaingan antar lembaga sosial Islam dalam
memperoleh kepercayaan publik di ruang digital.

Lembaga sosial Islam kemudian menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan
legitimasi sosial dan keagamaan di tengah perubahan perilaku masyarakat digital. Masyarakat
cenderung memilih lembaga yang memiliki layanan cepat, transparan, dan aktif di media digital.
Penelitian mengenai digitalisasi wakaf dan zakat menunjukkan bahwa kualitas informasi,
transparansi layanan, dan kemudahan akses digital menjadi faktor penting yang mempengaruhi
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial Islam (Adinugraha et al., 2024). Kondisi
tersebut memaksa lembaga sosial Islam membangun strategi komunikasi digital yang lebih
profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan
bahwa legitimasi lembaga sosial Islam di era digital tidak hanya bergantung pada otoritas
keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan berbasis teknologi.

Fenomena masyarakat digital juga memunculkan risiko penyebaran informasi keagamaan
yang tidak terverifikasi dan lemahnya kontrol otoritas keagamaan formal. Syarif (2022)
menjelaskan bahwa platform digital menciptakan ruang baru bagi munculnya aktor keagamaan
nonformal yang mempengaruhi pola keberagamaan masyarakat Muslim. Kondisi ini
menyebabkan lembaga sosial Islam menghadapi tantangan dalam menjaga otoritas, kurasi
informasi, dan edukasi keagamaan di ruang digital. Oleh karena itu, lembaga sosial Islam perlu
mengembangkan strategi literasi digital dan penguatan komunikasi publik agar masyarakat
memperoleh informasi keagamaan yang lebih akurat dan bertanggung jawab. Langkah tersebut
penting untuk menjaga fungsi sosial dan edukatif lembaga sosial Islam di tengah perubahan pola
komunikasi digital masyarakat.

Transformasi digital mempengaruhi struktur organisasi dan budaya kerja lembaga sosial
Islam di Indonesia. Lembaga zakat, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah mulai
mengubah sistem pelayanan manual menjadi sistem berbasis teknologi informasi. Budiman et al.
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(2026) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah mempengaruhi
budaya organisasi dan keterlibatan pegawai karena perubahan teknologi menciptakan tuntutan
kerja baru. Pegawai harus menguasai kemampuan digital, memahami sistem informasi, dan
menyesuaikan diri dengan perubahan pola pelayanan berbasis teknologi. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah aspek teknis organisasi, tetapi juga
mempengaruhi pola kerja dan hubungan internal lembaga.

Transformasi organisasi memerlukan kemampuan adaptasi budaya kerja yang kuat agar
perubahan digital dapat berjalan secara efektif. Budiman et al. (2026) menemukan bahwa budaya
organisasi yang digital-ready mampu meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses
transformasi digital. Sebaliknya, perubahan teknologi yang tidak diikuti penguatan budaya
organisasi justru dapat menurunkan motivasi kerja dan menciptakan resistensi internal. Kondisi
tersebut relevan dengan lembaga sosial Islam yang selama ini lebih banyak menggunakan pola
kerja konvensional dan struktur organisasi tradisional. Oleh sebab itu, lembaga sosial Islam perlu
membangun sistem pelatihan, penguatan kompetensi digital, dan manajemen perubahan
organisasi secara berkelanjutan.

Perubahan budaya kerja juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga nilai-nilai syariah
dalam proses digitalisasi. Nurbaidah (2025) menjelaskan bahwa inovasi digital dalam lembaga
keuangan syariah harus tetap memperhatikan prinsip maqasid al-syari‘ah agar perkembangan
teknologi tidak menghilangkan nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi penting karena lembaga sosial Islam tidak hanya mengejar efisiensi
teknologi, tetapi juga menjalankan fungsi moral dan sosial dalam masyarakat Muslim.
Penggunaan teknologi digital harus tetap mendukung tujuan perlindungan harta, keadilan
distribusi, dan pelayanan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian,
transformasi organisasi lembaga sosial Islam memerlukan keseimbangan antara inovasi
teknologi dan penguatan nilai-nilai keislaman.

Lembaga sosial Islam juga membutuhkan sistem tata kelola digital yang mampu menjaga
akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian mengenai digitalisasi zakat dan wakaf
menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya kepada lembaga yang memiliki sistem laporan
digital, transparansi distribusi dana, dan pelayanan daring yang mudah diakses (Hartono, 2022;
Adinugraha et al., 2024; Kartini & Muarrifah, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
akuntabilitas digital menjadi bagian penting dalam legitimasi kelembagaan di era teknologi
informasi. Oleh sebab itu, lembaga sosial Islam perlu mengembangkan sistem informasi yang
terintegrasi dan mudah dipantau oleh masyarakat. Penguatan tata kelola digital tersebut menjadi
faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi sosial lembaga Islam di tengah perubahan
teknologi yang terus berkembang.

Perkembangan teknologi digital menuntut perubahan regulasi dalam pengelolaan lembaga
sosial Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar hukum pengelolaan dana
sosial Islam, tetapi perkembangan teknologi digital memunculkan kebutuhan pengaturan baru
yang lebih adaptif terhadap sistem digital. Kerangka regulatif ini juga diperkuat oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Kementerian Agama Republik
Indonesia, 2011, 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006, 2014). Penelitian Alfian
et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan sosial Islam memerlukan harmonisasi
regulasi antara lembaga keuangan syariah, fintech, dan otoritas pengawas agar sistem
pengelolaan dana sosial berjalan secara aman dan akuntabel. Kondisi tersebut memperlihatkan
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bahwa transformasi digital lembaga sosial Islam tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan
pembaruan kebijakan dan tata kelola hukum.

Perubahan regulasi juga berkaitan dengan perlindungan data, keamanan sistem digital, dan
pengawasan transaksi berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi digital dalam penghimpunan
zakat dan wakaf meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan transaksi apabila
lembaga sosial Islam tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Adinugraha et al. (2024)
menjelaskan bahwa perkembangan wakaf digital memerlukan penguatan sistem pengawasan dan
perlindungan data agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pengembangan teknologi digital harus disertai dengan peningkatan kualitas pengawasan
kelembagaan dan keamanan sistem informasi. Regulasi yang adaptif menjadi penting untuk
menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan dana sosial Islam di era digital.

Tantangan tata kelola juga muncul akibat perbedaan kapasitas antar lembaga sosial Islam
dalam menerapkan teknologi digital. Sebagian lembaga besar telah memiliki sistem informasi
yang modern dan terintegrasi, sedangkan sebagian lembaga kecil masih menggunakan sistem
administrasi manual. Perbedaan tersebut menyebabkan kualitas pelayanan dan transparansi
antar lembaga menjadi tidak seimbang. Penelitian mengenai digitalisasi zakat menunjukkan
bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas
sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan kelembagaan (Hartono, 2022). Oleh sebab itu,
penguatan tata kelola digital perlu dilakukan secara merata agar seluruh lembaga sosial Islam
mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital lembaga sosial Islam
memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi Islam, dan
masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan pengembangan infrastruktur
teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan adaptasi lembaga sosial Islam
terhadap disrupsi digital. Selain itu, lembaga sosial Islam perlu menjaga keseimbangan antara
inovasi teknologi dan prinsip-prinsip syariah agar transformasi digital tetap mendukung tujuan
sosial dan keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, digitalisasi
lembaga sosial Islam tidak hanya menjadi proses modernisasi teknologi, tetapi juga menjadi
bagian dari transformasi sosial dan kelembagaan yang lebih luas di era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga sosial Islam di Indonesia telah melakukan
berbagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi teknologi digital melalui transformasi pengelolaan
zakat, wakaf, masjid, dan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Digitalisasi mendorong
perubahan tata kelola lembaga sosial Islam menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses
masyarakat melalui penggunaan aplikasi digital, media sosial, pembayaran elektronik, dan
platform fintech syariah. Perubahan tersebut juga mengubah pola hubungan antara masyarakat
Muslim dengan lembaga keagamaan karena masyarakat semakin bergantung pada layanan digital
dalam aktivitas sosial dan keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan adaptasi
lembaga sosial [slam sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia,
budaya kerja digital, dan kemampuan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam proses transformasi
teknologi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya
berkaitan dengan modernisasi teknis, tetapi juga menyangkut perubahan legitimasi sosial, pola
pelayanan, dan tata kelola kelembagaan Islam di era digital.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa konsep digital disruption,
Islamic disruption, teori organisasi, dan maqasid al-syari‘ah dapat digunakan secara terpadu
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untuk menjelaskan perubahan kelembagaan sosial Islam di tengah perkembangan teknologi
digital. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa digitalisasi lembaga sosial Islam harus
dipahami sebagai proses sosial dan kelembagaan yang melibatkan perubahan budaya organisasi,
pola komunikasi, dan hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Secara praktis, hasil
penelitian ini memberikan gambaran bahwa lembaga sosial Islam perlu memperkuat kapasitas
digital, meningkatkan literasi teknologi sumber daya manusia, dan membangun sistem tata kelola
digital yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan
regulasi dan kerja sama antar lembaga untuk mendukung pengelolaan zakat, wakaf, dan
pelayanan sosial berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi digital dapat mendukung
peningkatan efektivitas pelayanan sosial Islam sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap
lembaga sosial Islam.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi ruang lingkup analisis.
Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga seluruh data berasal dari sumber
sekunder berupa artikel ilmiah, regulasi, dan laporan akademik yang telah dipublikasikan
sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian belum menggambarkan pengalaman
empiris secara langsung dari pengelola lembaga sosial Islam maupun masyarakat pengguna
layanan digital. Penelitian ini juga lebih banyak membahas aspek konseptual dan kebijakan
sehingga belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas digitalisasi lembaga
sosial Islam di berbagai daerah. Selain itu, keterbatasan data empiris mengenai implementasi
teknologi digital pada lembaga sosial Islam tingkat lokal menyebabkan analisis lebih dominan
menggambarkan kecenderungan umum transformasi digital di Indonesia.

Penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian empiris melalui pendekatan lapangan untuk
mengetahui secara lebih rinci dampak digitalisasi terhadap efektivitas pelayanan, penghimpunan
dana sosial, dan perubahan perilaku masyarakat Muslim. Penelitian mendatang juga perlu
mengembangkan model pengukuran mengenai tingkat kesiapan digital lembaga sosial Islam agar
dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi teknologi di setiap
lembaga. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi, pelatihan
sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur digital guna mendukung adaptasi
lembaga sosial Islam terhadap perkembangan teknologi. Lembaga sosial Islam juga perlu
membangun sistem tata kelola digital yang lebih terintegrasi agar transparansi, akuntabilitas, dan
perlindungan data masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dengan langkah tersebut,
transformasi digital lembaga sosial Islam dapat mendukung penguatan pelayanan sosial,
pemberdayaan ekonomi umat, dan keberlanjutan fungsi keagamaan di era digital.
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